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PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR 2 TAHUN 2001
TENTANG
ORGANISASI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO

_ bahwa dalam upaya peningkatan penyelenggaraan

pemerintahan  dan pembangunan serta peningkatan
pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan
berhasil guna, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Mojokerto Nomor 19 Tahun 1994 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerirtah Kelurahan
perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan
perkembangan saat ini ;

_ bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana huruf a

dan berpedoman pada Pasal 67 Undang-undang Nomor
22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka
dipandang perlu menetapkan Organisasi Kelurahan
dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1930 tentang

Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;

. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

_ Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat [I
Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);

_ Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang

Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah

Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten /
Kota.
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Dengen Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KCTA MOJOKERTC

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKIFRTO TENTANCG
ORGANISASI KELURAHAN
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
Pemerintah Kota, adalah Pemerintah Kota Mojokerio;
Walikota, adalah Walikota Mojokerto ;
Camat, adalah Kepala Kecamatan ;
Lurabh, adalah Kepala Kelurahan ;
Kecamatan, adalah Wilayash Kerja Camat sebagai
Perangkat Daerah Kota Mojokerto ;

f. Kelurahan, adalah Wilayah Kerja [Lurah sebagai
Perangkat Dgerah Kota Mcjukerte dibawah Kecamatan.

Nenetapkan

R

o

BAB 1T
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 2
(1) Kelurahan merupakan unsur pelaksana Kecamatan ;
(2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Liurah yang beraca

dibaweh dan bertanggung jawab kepada Camat melalui
Sakretaris Camat.

Pasal 3

Kelurghan mempunyai tugas membantu Crmal dalam
penyelenggaraan  pemerintahan,  pembancunan den
kemasyarakatan serta melaksanakan tugas lain yang

diberikan oleh Camat.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimaan dimaksud

dalem Pasal 3, Kelurahan mempunyai fungsi- :

a. Pelaksanaan koordinasi kegialan pemerintahan  d:
Wilayahnya ;

b, Pelaksanaan kegiatan dibidanp pembangunan  den
pemnbinaan kemasyarakatan yang menjad! tanggung
jawabnya ;

c. Pelaksanman kegiatan dalam rangka peningkaten
partisipasi dan swadaya gotong royong inasyarakat ;
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(1)

(2)

Polaksanaan  kegiatan dalam rangka  pemnbinaan
ketentraman dan ketertiban Wilayahnya ;

Pelaksanaan fungsi lain yang dilimpahkan kepada
Kelurahan.

BAB I
ORGANISASI

Bagian Pertama
Susunan Qrganisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari
a. Lurah;

Sekretariat Kelurahan ;

Seksi Pemerintahan ;

Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;

Seksi Pembangunan ;

Seksi Kesejahteraan Masyarakat ;
' Saksi Umum ;

Lingkungan ;
i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Kelurahan adalah sebagat
mana  tercantum dalam Lampiran dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daersh
ind.
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Bagian Kedua
Sekretariat Kelurahan

Pasal 6

Sekretariat Kelurahan adalah Unsur Staf yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah ;

Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh secrang Sekretaris
Kelurahan.

Pasal 7

Selretariat Kelurahan mempunyai tugas membantu Kepala
Kelurahan dibidang pembinaan administratif dan mermi
berikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh
Perangkat Kelurahan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7, Sekretariat Kelurahan mempunyai fungsi

d.

Peuyelenggaraan  koordinasi terhadap keglatan yang
dilakuken oleh Perangkat Kelurahan ;
Fengumpulan data dan perumusan program
petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaragn
tugas umum Kelurahan, pembangunan dan pembinaan
kasejahteraan rakyat ;

Serla
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(2)

Pelaksanaan pemantauan terhadap hegiatan penyeleng-
garaan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan

pembinaan kescjahteraan rakyat;

Pemberian pelayanan kepada masyarakat dibidang
pemerintahan dun kesejahteraan rakyat;

Pelaksangan urusan surat menyurat, kearsipan, rumanh
tangga, perlengkapan dan menyusw. laporan serta
memberikun pelayanan teknis dan administratif kepada

seluruh Perangkat Kelurahan.
Bagian Ketiga
Seksi — Seksi

Pasal 9

Seksi-seksi adalah unsur pelaksana  yang  berada
dibawah dan bertanggung jeweb kepada Lurah ;

Seksi-seksi dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. .-

Pasal 10

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas

a.

b.

Mengumpulkar, mengolah dan mengevaluasi data
dibidang pemerintahan ; '

Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayeh
dan masyarakat;

Melakukan pelayenan kepada masyarakat dibidang
pemerintahan ;

Membantu  tugas-tugas dibidang pendatsan daa
pemungutan Pajek Bumi dan Bangunan (PBB) ;

Membantu pelaksanaan Pemilihan Umum (PEMILU; ;
Membantu pelaksanaan tugas-tugas dibidang keagraraan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku ;

Mengumpulkan bahan dan menyus:n laporang dibidang,
pemerintahan.

- Pasal 11

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempanyai tugas

a.

.

™

Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi  data
dibidang ketentraman dan keter'iban ;

Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang
ketentraman dan ketertiban ;

Membantu pengawasan Pemilihan Umum ("EM LU} ;
Melakukan pembinaan ketentraman dan  ketertiban
masyarakat sertz menyelenggarakan kegiatan adminis-
trasi Pertahanan Sipil ;

Membantu pelaksanaan pengawasan tethadap penyalur

an bantuan kepada masyarakat serla melakukan kegiatar
pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya :

Mermnbantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan
dengan pembinaan kerukupan warga.



Pagal 12

Scksi Pernbangtnan mempunyai tugas

o,

b

Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data

dibidang perekenomian dan pembangunan ;

Melakukan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian,
pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekononuan
lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan pee
ekonomian masyarakat ;

Melakukan pelayanan kepada masyarakat
perekonornian den permnbangunan ;

Melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan
swadaya dan partisipesi masyarakat dalam meningkatkan
perekonomian dan pelaksanaan pembangunan ;
Membantu pembinaan koordinast pelaksanaan pem-
bangunan serta menjaga dan memelihara prasarana darm
sarana fisik di Lingkungan Kelurahan ;

Melakukan administrasi perekonomian dan pembangnn-
an di Kelurahan ;

Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang
perekonomian dan pembangunan.

Pasal 13

dibidang

Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas

a.

Iv,

d.

B

Melakukon pelayanan kepada masyarakat dibidang
kesejahteraan masyarakat ;
Melakukan pembindan dibidanpg keagamnaan, kesshatan
Keluarga Berencana dan pendidikan masyarakat ;
Membanti: mengumpulkan dan menyalurkan dana/
bantuen terhadap korban bencana alam dan pencana
lainnya ;
Membantu pelaksanaan kegiatan Pembinaan Kesejahtere-
an Keluarga  (PKK), Karang Taruna, Pramuka den
organisasi kemasyarakatan lainnya ;
Membina kegiatan pengumpulan dan penvaluran zakat,
infaq dan shodaqoh ;
Membantu pelaksanaan pemungutan dana Palang Meral:
indonesia (’'MI) ;
Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang
kesejahteraan masyarakat.

Pasal 14

Seksi Umum mempunyai tugas

a,

b.

C.

Melakukan administrasi kepegawaian ;
Melakukan administrasi keuangan ;

Melakukan urusan. perlengkapan dan  inventaris
Kelurahan ; "

Melaktikarn vrusan rumah tahgga Kelurahan ;

Mengatur penyelenggaraan  rapat-rapat  dinas  dar

upacara.



£ Melakukan urasan tata usaha Kelurahan
g. Mengumpuikan bahan dan menyusun laporan Kelurahar.

Bagian Keempat
Lingkungan

Pasal 15

(1) Lingkungan adalah unsur pelaksana Pemerintah
Kelurahan dengan wilayah kerja tertent., yang dajarn
pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertangguny
jawab kepada Lurah ;

2) Lingkungan dipimpin oleh scorang Fepala,
 Pasal 16

Lingkungan mempunyai tugas membantu melaksanakan
tugas-tugas operasional Kepala Kelurahan dalam wilavah
kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimalsued

dalam Pesal 15, Lingkungan mempunyai tugas

a. Membantu pelaksanaan tugas Lurah dalam wilayah
kerjanya ;

b. Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan
swadaya dan gotong royong masyarakat ;

¢. Melakukan kegiatan penerangan tentang program
pemerintah kepada masyarakat ;

d. Membentu Lurah dalam pembinaan dan mengkoor-
dinasikan kegiatan RT/RW di wilayah kerjanya.

. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Bagian Kelimna

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

Kelotnpok Jabatan Fungsional mempunyai tugss melaksauna-
kan sehagian tugas dan fungsi Kelurahan sesuai dengan
keahlian dan kebutuhan.

Pasal 19

(1) Kelompok Jabatan Fungsionat schagaimana dimaksud
.dalam Pasal 17, terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang
jabatan fungsional yang terbuagi  dalam  herbaga
kelompak sesuai dengan bidany, keailiannya ;

(2) Setiap kelompok dimaksud pada ayat (1), diptmpin oleh
seorang tenaga fungsional senior yvang ditunjuk oleh
Turah;

(3) Jumlah Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat {1),
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerje



nal dimaksud pada avat

perundany,

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsio
(1), diatur sesuai dengan peraturan
undangan yang berlaku ;

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya., Lurah, Sckretaris Kelurahan,
Kepala Lingkungan dan Kepala Secksi melaksanakan
koordinasi atas sogala kegiatan di Kelurahan.

Pasal 21

Setiap pimpinan satuan organisasi
Kelurehan berkewajiban melaksanakan Pengawasan

(WASKAT).

dajem lingkungar.
Meiekal

Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungen
Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan menghkonr-

dinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan den

petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas ma sing-tnasing.

Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan
Kelurahan bertanggung jawab kepada atasannya IMa&sing
masing serta menyampaikan Japoran berkala tepat pada

weaktunya.
BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24
Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian
diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
perlaku.

Pasal 25

Fial-hal yang belum diatur delam Peraturan Daerah ‘i
sepanjang mergenai pelaksanaannya akan diatur lebih laniut
oleh Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

(1) Desa-desa yang ada dalam wilayah Kota Mojokerto
yaitu Desa Meti, Gunung Gedangan, Surodinawan,
Prajuritkulon, Blooto dan Pulorejo pada saat mulds
berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 19%3
ditetapkan sobagai Kelurahan ;.



(2} Assetasset dari Desa~desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi asset Pemerintah Kota sesuai dengen
ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan
Daerah Kotamadya Dacrah Tingkat II Mojokerto Nomor 19
Tahnn 1994 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Kelurahan di Kotamadya Dacrah Tingkat IT
Mojokerto, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangksn.

Ager setiap orang mengetzhuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 30 Jaquari 2001

WALIKOTA MCJOKERTO
Cap. Tid
TEGOTH SOFJONQ, 5L

ihindangkan di Mojokerto
1 Pebruar 2001

pada tanggal

© L KRETARIS DATFRAH KOTA MOJOKERTO

Cap. tud

Ir. BACTHTIAR SUKO KARTADT
Tambina
010178 (03

NIF.

FEMTARAN DARRAF KOTA MOJOKERTO TAHUN 2001 NOMOR 2
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAFERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 2 TAHUN 2000 .

TENTANG
ORGANISAST KELURAHAN

I.  TPINICLASAN UMUM

Baltwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggarann
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan mutu pelavenan
kepade masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna utamanya di
Wilayah Pemorintah Kelurahan, maka perlu meninjau kembali Peraturan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I Mojokerto Nomor 19 Tahun 1994 tentang
Susunan Orgarisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan di Kotamadya
Daerab Tingkat IT Mojokerto yang disesuaikan dengan Undang-undang Nomor
22 Tihun 1999 dan perkembangan keadaan dengan menuangkannyva dalam
snate Peraviran Daerah baru.

II.  PENIELASAN PASAIL DEMI PASAL
Pasal 1 sampai dengan Pasal 28 1 Cukup jelas.
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